74

75

DAFTAR PUSTAKA

Buku:
Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, 2005.
Azmar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogya.karta: Pustaka Pelajar Offset, 2011.
Departemen Dalam Negeri, Cost Accounting Planning and Control. Edisi Kedelapan. Terjemahan Alfonso Sirait dan Herman Wibowo, Jakarta: Erlangga, 2017.
Dessler, Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Indeks, 2014.
Hamid, H. Hamrat, dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
Harahap, M. Yahya,. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka kartini, 2008.
Idries, Abdul Mun’in dan Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Jakarta: Karya Unipres, 2002.
Ilyas, Yaslis, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
Kaswan, Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta, 2016.
KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, 193.
Mangkunegara, Anwar Prabu, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, Bandung: Refika Aditama, 2019.
Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 

Moleong, Lexy J, Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.




73



Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Republik Indonesia.
R. Wiyono, 2016. Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia, Jakarta: Kencana, Hal 36.
R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor: Politea, 2017.
Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: PRESSindo, 2019.
Sedarmayati, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung: Mandar Maju, 2016.
Sinambela, Lijan Poltak, Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan. Implementasi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
Sugiyono, Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, 2018.

Jurnal:
Agustoni, Optimalisasi Penyidik Satuan Reskrim Dalam Pemanfaatan Aplikasi E-Manajemen Penyidikan Di Polres Tegal Kota . Police Studies Review 4(1), January 2020: 185-242 Indonesian National Police Academy. 2020. https://www.journal.akademikepolisian.com/index. php/psr/article/view/85.
Pranadita, Nugraha, Peran Penting Analisis Swot Dalam Implementasi Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(1), 362-3. 2020. http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/549
Aristo, Galih Sectio, 2020. “Implementasi E-MP Guna Mendukung Program Promoter di Wilayah Hukum Polres Sumedang” Advances in Police Science Research Journal, 4(4) Retrieved from https://www.journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/296
Sunarti, Aplikasi Sistem Penyidikan Berbasis Client Server Pada Ditreskrimsus Polda Riau. JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering Vol. 1, No.1 Juni 2017, Hlm 1-68, 2021. https://www.neliti.com/id/publications/278050/aplikasi-sistem-penyidikan-berbasis-client-server-pada-ditreskrimsus-polda-riau

Bahan Online:
E-Penyidikan Bareskrim, Masyarakat Bisa Pantau Perkembangan Kasus Dari Mana Saja. https://mediaindonesia.com/megapolitan/131090/e-penyidikan-bareskrim-masyarakat-bisa-pantau-perkembangan-kasus-dari-mana-saja 
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membuat terobosan baru melalui aplikasi E-Manajemen Penyidikan (E-MP). Diunduh dari https://kabartangsel.com/bareskrim-polri-kini-miliki-aplikasi-e-manajeman-penyidikan-e-mp/
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) diunduh dari htttp://www.robinops.polri.go.id.

Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.01.Ah.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.


